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Pelayanan Publik
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Deputi Bidang Kelemba-
gaan dan Tata Laksana Ke-
menpan-RB, Nanik Murwati,
mengatakan, fleksibilitas ker-
ja hadir sebagai solusi untuk
‘menjawab kebutuhan kerja
yang semakin dinamis. Nanik
beralasan, fleksibilitas kerja
diterapkan karena ASN tidak
hanya dituntut bekerja profe-
sional. tetapi juga harus men-
jaga motivasi dan produktivi-
tas dalam menjalankan tugas
kedinasannya

=

terscbut dapat mengundang
konilik internal. Sebab, tidak

menurutnya kemungkinan
akan dipetalan pada kebu

WEA. “Misalnya, diplah-pllah
yang WFA, bisa juga menim-
bulkan kesenjangan, malah
konilik.” lanjutnya.

Warga Tegalrejo. Kota Yog-
yakarta, Christian. menga-
‘takan kebijakan ini memiliki

ampak positif dan negatif.
“Positifnya mungkin bagi pe-
rempuan bisa bekerja tanpa

peme-
e, Kol di tempat ker-
jaku, fokusnya ke pelayanan
publik. Jadi, kalau untuk full
WFA ya agak susah ya, misal-
nya nerima kunjungan dari
mana, terus ada semacam la-
yanan teknis i laboratorium
va susah.”

Meski pusat

baga ibu rumah tangga,” o

M slsl lain dia melihat ada-
nyacclah yang berpotensi me-

munculkan

telah resmi memperbolehkan
ASN untuk bekerja dari mana
saja, Pemerintah Daerah Isti-
mewa Yogyakarta (Pemda DIY)
belum akan ke-

s kerja yang
diatur mencakup kerja dari

ner bag oknum ASN, lantaran

bijakan tersebut dalam wak-
0 deka. “Belum kita. belum g
‘melaksanakan kebijakan WFA
tersebut.” ujar Kepala Badan

Kantor, rumah, lokasi terten-  pengawasan jam kerja dilaku:
tu, serta pengaturanjam kerja  kan dari jarak jauh oleh pim-
dinamis sestal kebutuban or- pinan - “Ketika jam kﬂ’]a kan
ganisasi dan tu-  tor saj

gas.” kata Nanik, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (19/6).

Nanik menegaskan, pene-
rapan fleksibilitas kerja tidak
boleh mengurangi Kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik. “Justru sebaliknya,
kita harapkan melalui kebi-
jakan ini, ASN bisa bekerja
lebih fokus, adaptif terhadap
perkembangan, serta lebih
seimbang dalam kehidupan,”
ufar dia.

Munculnya aturan ini me-
nual beragam komentar dari
masyarakat di Yogyakarta.
Warga terutama menyoroti
efektivitas kerja ASN hingga
mempertaruhkan _kualit
pelayanan publik. Kekhawa-
{iran terkait pelayanan publik
diungkapkan oleh Mega (28).
Warga Sleman tersebut dahu:
ulu pernah mengalami ken-
dala saat mengurus dokumen
kependudukan di era pande-
mi Covid-19. Saat itu terjadi
pembatasan sosial dan ASN
turut kerja di luar kantor.

“Pelayanan jadi kurang
maksimal. Takutnya ketika
ASN melakukan WFA. juga
akan berpengaruh ke pelayan-
an publik.” ungkapnya kepa-
da Tribun Jogia, Kamis.

Iamengakui kebijakan WFA
bisa saja mendongkrak pro-
duktivitas ASN dalam bekerja,
namun pelayanan publik juga
harus diutamakan. “Yang
penting pelayanan publik ti-
dak bolhtrdammpak Jongen
sampai karena alasan Wi
laygnan kepada o ar'\k'ﬂ
jad terbatas, a.

v (39, warga Kota Yog:
y4, mengatakan peraturan
trsebut perlu dikaji secara
nendalam sebelum diimple-
mentasikan. Menurut dia,
tidak semua bidang bisa me-
nerapkan WFA. “Jika diterap-
kan, perlu ada kajian dulu,
nanti mengganggu pelayanan
publik atau tidak. Aturannya
juga harus jelas. bidang apa
saja yang bisa WFA, karena ti
dak semua bidang bisa WFA"
katanya.

“Kemudian, apakah ketika
WFA itu ASN bisa menjamin
tugas dan tanggung jawabnya
sclesaf? Takutnya nanti ketika
WFA. terus disambi yang lain,
pekerjaan jadi tidak sel
pat waktu,” sambungnya.

la juga menilai kebijakan

Juyaran, apalsgl Pt wm
sarannya sth harus dikuatin
pengawasannya,” terang dia.
Warga lainnya, Sandra, me-
nyampaikan hal serupa. Me-
nurutnya kebijakan WFA bagi
ASN perlu diimbangi dengan
Kualitas sumber daya manu-
sia (SDM) yang benar-benar
memiliki etos kérja bagus.
“Harus ada standar, terutama
ASN yang di daerah,” pung-
kasnya

Penyegaran suasana
Sejumlah ASN mengaku
setuju dengan aturan WFA
dengan jam kerja fleksibel.

Seorang ASN di Kementeri-
an Komunikasi dan Digital
(Komdig), Rahma, menyam-
but baik kebijakan ini karena
dinilainya dapat memberikan
suasana kerja yang lebih me-
nyegarkan.

“Lebih kerasa bisa refres-
hing suasana kerja. Kalau
ditanya setuju atau tidak
dengan kebijakan WFA, aku
pribadi setuju saja. Terlebih
buat yang kerjanya di instansi
enggak bersinggungan sama
layanan langsung,” ujamya,

ip dari Kompas.com.

Menurut Rahma, kebijak-
an ini juga membuatnya lebih
hemat tenaga dan waktu ka-
rena tidak perlu melakukan
perjalanan menuju kantor
dan kembali ke rumah setiap
hari, “Sisi positi jelas ada ya,
enggak harus keluar tenaga
banyak buat commute \1ap

Daerah (BKD) TEI
DIY, Hary Sefiawan, Rabu her;
19/6). nyie
Hary menegaskan, meski ~perz
ASN boleh WFA, Pemda DIY  tuk
tetap memprioritaskan ke- pan
lancaran pelayanan publik.  (AS]
Ia menycbut, bahkan saat Wat
masa pandemi Covid-19 ber;
pun, tidak semua sekior me-  ant:
nerapkan WFA karena mem- It
pertimbangkan kebutuhan olet
layanan langsung kepada mer
masyarakat tert
emarin ketika Covid ti-  rital
dak semuanya di WFA, pada ~ Sele
prinsipnya Pemda DIY priori-  aka
taskan pelayanan publik agar  Tim
tidak terkendala,” kata Hary.  cua
Kendati demikian, fa me-  seir
mastikan bahwa Pemda DIY  Avit
telah memiliki kesiapan infra-  unt
struktur untuk mendukung  kon
pelaksanaan WFA apabila P
sewaktu-waktu dibutuhkan.  ing
“Kita juga sudah pakai tekno-  ben
logi informasi, saat Covid kan  lam
juga berjalan.” ujamya. mer
Wali Kota Yogya, HastoWar- ~ fasi
doyo, menegaskan tidak akan  mili
menerapkan skema WFA un-  Teh
mel

had

Mer

pro

ken

met

tuk ASN di lingkungannya
dalam waktu dekat. “Saya be-
lum, karena saya masih akan
mengontrol kinetja ASN. Lagi
pula, saya masih baru. Jadi.
masih perlu mengontrol kiner-

ASNdulu.” tandas Hasto. ~ kal

Hasto khawatir, di tengah  yah
upaya mendongkrak produk- P
tvitas kerja ASN di Pemkot  kar
Yogyakarta, pelayanan pub-  ran
lik bakal terganggu jika WA mu

hari dan 5
ujamya.

Meski demikian, Rahma
mengaku lebih menyukai
sistem kerja hybrid, yakni
kombinasi hntara bekerja di
kantor dan dari rumah. Se-
mentara itu, Argy (bukan
nama sebenarnya). ASN di
Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, Kementerian Peker-
jaan Umum (PU), menilai ke-
bijakan WFA bisa membantu

ASN menurut saya masih  jeb:
perlu ditingkatkan. Jadi, jam  Am
kerjanya masih tetap normal,
saya pertahankan dul.” tam-
bah eks Kepala BKKBN R ter-
sebut.

Menurutnya, butuh waktu
tidak sebentar untuk mema-
hami titik-titik kekuatan dan
kelemahan jajarannya di Pem-
kot Yogyakarta, dalam menja*
lankan ketugasan Schnn be-

antara pekerjaan dan kehi-
dapan peibac ferk life ba-
erutamar, untuk ASN
e padat seperti
Jakarta,” ungkapnya.
Namun, Argy menekankan
bahwa tidak semua instansi
dapat menerapkan kebijakan
WFA secara penuh, khusus-
e yang bergerak di bidang
ublik. Karena itu.
penempan k:bi]akan WFA

vald. Hasto menandasian, &
dak akan gegabah mengubah
fam maupun sistem kerja se-
Turuh ASN-nya.

“Enam bulan saya baru bisa
‘memahami, sek ra iso miayu
va ditinggal saja. Kalau kita
harus menunggu yang lam:
bat, kan repot. Kita melayani
masyarakat, jangan menung-
gu yang lambat,” ujarnya.
(maw/hda/han/aka/kpe]
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